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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 10 TAHUN  2012 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang   :   a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan dalam Pasal 181 

ayat  (1)   Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008, Kepala Daerah  mengajukan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk memperoleh   persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan     dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan 

sebagaimana dimaksud    dalam huruf a, merupakan 

perwujudan  dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2013  yang   dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD 

serta Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara yang telah 

disepakati bersama   antara Pemerintah Daerah dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan Nomor 

8/KSP/VII/2012 dan 35/K/DPRD/2012  tentang Kebijakan 

Umum Anggran Pendapatan dan Belanja  Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013 dan Nota 

Kesepakatan Nomor 9/KSP/VII/2012 dan Nomor 

36/K/DPRD/2012   tentang Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara  Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran  2013;

SALINAN 
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Mengingat :     1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1955 tentanga Perubahan Undang-Undang Nomor 3 

Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

827); 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3312) Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569);  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang  

Penyelenggaraan  Negara yang Bersih  dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003   

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,   Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  Tentang Rencana 

Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak 

Daerah dan  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun   2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5339); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  

58) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 3693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan   Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor    

4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan     

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4659); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana      

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4575); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik     Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik       Indonesia  Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang   

Pengelolaan    Barang Milik  Negara/Daerah  (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  20,  

Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

4609); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan     Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang  

Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Tahun 2011 Nomor  59,  Tambahan Lembaran Negara  

Republik  Indonesia  Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2010  Tentang  Rencana Pembangunan  Jangka Menengah  

Nasional  Tahun 2010 –  2014;  

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri  Dalam   Negeri  Nomor  21 Tahun 2011  tentang  

Perubahan Kedua  Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  

Keuangan  Daerah; 
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26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007   

tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  32 Tahun 2011  

tentang   Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan 

Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012  

tentang    Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

29.  Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 

Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 

Nomor 3); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah  

Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan  Daerah Nomor 11 Tahun   

2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4  Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008  

Nomor 11) ; 

31. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2008 Nomor 5); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2008 Nomor 6); 
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33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan TataKerja 

Inspektorat,Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  

Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Istimewa   Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 

7); 

34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Tahun 2005 – 2025  

(Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  

Tahun 2009  Nomor 2); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2009  tentang  Rencana  Pembangunan  

Jangka Menengah Daerah  (RPJMD)  Tahun 2009 – 2013  

(Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  

Tahun 2009  Nomor 4); 

 

Dengan persetujuan bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN  BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 
 
 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai  
berikut : 
 
1. Pendapatan Daerah       Rp  2.286.855.095.445,00 
2. Belanja Daerah      Rp. 2.454.919.429.465,00 
        
   Surplus/(Defisit)   Rp.  (168.064.334.020,00) 
  
3. Pembiayaan Daerah :     
    a. Penerimaan        Rp.    213.738.934.020,00         
    b. Pengeluaran       Rp.      45.674.600.000,00 

 
Pembiayaan Neto    Rp.    168.064.334.020,00  
 

 Sisa Lebih Anggaran Tahun  Berkenaan : Rp.            0,00 
        ___________________________ 
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Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.014.089.544.450,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 961.190.992.745,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp. 

311.574.558.250,00 

 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis       pendapatan : 

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 885.217.610.000,00 

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 41.436.702.950,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah  Rp. 

36.328.245.281,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp. 

51.106.986.219,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf  b terdiri dari 

jenis pendapatan : 

a.  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah  Rp. 

98.360.324.745,00 

b.   Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 828.334.768.000,00 

c.   Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 34.495.900.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 8.815.476.250,00 

b. Dana Darurat sejumlah Rp. - 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 

sejumlah Rp. – 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 

302.759.082.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 

sejumlah  Rp. - 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.427.652.115.833,00 

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.027.267.313.632,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis      belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 503.342.635.078,00 

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.  - 

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. - 
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d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 467.336.913.650,00 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 15.955.857.100,00 

f. Belanja Bagi Hasil  kepada Provinsi / Kab./ Kota dan  Pemdes  sejumlah                                       
Rp. 306.120.014.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab./ Kota dan  Pemdes  
sejumlah                         Rp. 124.470.680.362,00 

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 10.426.015.643,00 

 
(3) Belanja  Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri   

dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 125.019.270.760,00 

b. Belanja  Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 609.742.631.432,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 292.505.411.440,00 
 

Pasal 4 
 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a.   Penerimaan sejumlah Rp. 213.738.934.020,00 

b.   Pengeluaran sejumlah Rp.  45.674.600.000,00 

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis   

pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( SiLPA)   sejumlah                        
Rp. 190.048.264.996,00 

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. - 

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. - 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. – 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. - 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. – 

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir sejumlah Rp. 

22.574.600.000,00 

h. Penerimaan Dari Biaya Penyusutan Kendaraan Rp. 1.116.069.024,00 

 
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis  

pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. – 

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah  sejumlah  Rp. 
45.674.600.000,00  

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. - 

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. - 

e. Penyelesaian Kegiatan DPA-L  Rp. – 

f. Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Yang Belum Terselesaikan sejumlah 

Rp. - 
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Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud   dalam     Pasal 1, sebagaimana  tercantum dalam Lampiran, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 

1.    Lampiran I : Ringkasan APBD 

2.    Lampiran II  : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah 

dan organisasi SKPD; 

3.    Lampiran III : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah,            

organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

4.    Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan 

daerah,     organisasi SKPD, program dan kegiatan; 

5.    Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan   

keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi 

dalam kerangka        pengelolaan keuangan Negara; 

6.    Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 

7.   Lampiran VII : Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

9.    Lampiran IX :Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 
tetap         daerah; 

10.  Lampiran X :   Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset 
lain-lain; 

 

11.  Lampiran XI :Daftar kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya 
yang         belum diselesaikan dan dianggarkan kembali 
dalam tahun       anggaran ini; 

12. Lembaran XII :  Daftar dana cadangan daerah; dan 

13.  Lampiran XIII :  Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
 

 
Pasal 6 

 
(1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk 

belanja untuk       keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia 
anggarannya, yang pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan  
Peraturan Gubernur  dan selanjutnya   diusulkan dalam Rancangan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau 
disampaikan dalam  laporan realisasi anggaran. 

 
(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah 

dan tidak dapat dipredisikan sebelumnya; 

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
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c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang  lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7 

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Ditetapkan  di Yogyakarta 

pada tanggal  21 DESEMBER 2012 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

ttd 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal  21  DESEMBER  2012 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

ttd 

 ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 

NOMOR  10   

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S. 
NIP. 19640714 199102 1 001 


